
WALIKOTA MOJOKERTO 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 
NOMOR 2 TAHUN 2005 

TENT ANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAP ATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2005 

WALIKOTA MOJOKERTO 

Menimbang 

Mengingat 1. 

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah 
Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, maka 
perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3569); 

3. 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048); 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran NegaraNomor 3988); 

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran NegaraNomor 3851); 
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6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
206, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3952); 

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran NegaraNomor 4355); 

9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4389); 

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran NegaraNomor 4438); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto 
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
NegaraNomor 3242); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran NegaraNomor 4165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran NegaraNomor 4022); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4024 ); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4028); 



Menetapkan 
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18. Peramran Pemerintah Nomor llO Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2ll, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4029); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ll8, Tambahan 
Lembaran NegaraNomor 4138); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor ll9, Tambahan 
Lembaran NegaraNomor 4139); 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan 
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanj a Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kola Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2003 Nomor 4!E); 

23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2005 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1/A) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 
terdiri atas : 

1. Pendapatan 
a Pendapatan Asli Daerah 
b. Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah 

Rp 12.123. 7557.700,00 
Rp 172.439.856.400,00 
Rp 4.164.000.000,00 
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2. Belanja 

AP ARA TUR DAERAH 

a BelanjaAdministrasi Umum Rp 
b. Belanja Operasi dan Rp 

Pemeliharaan 
c. BelanjaModal/Pembangunan Rp 

Rp 

PELA YANAN PUBLIK 

80. 666. 582.100,00 
31.852. 727.500,00 

4. 719.575.400,00 

117.238.885.000,00 

a Belanj a Administrasi U mum Rp l.680.000.000,00 
b. Belanja Operasi dan 

Pemeliharaan Rp 38.554.526.300,00 
c. BelanjaModaJ Rp 28.913.250.000,00 
d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan 

Keuangan Rp 13.238.500.000,00 
e. Belanja Tidak Tersangka Rp 6.667.452.800,00 

Rp 89.053.729.100,00 

Surplus/Defisit Rp 206.292.614.100,00 

3. Pembiayaan 

a Penerimaan Rp 17.765.000.000,00 
b. Pengeluaran Rp 200.000.000,00 

Rp 17.565.000.000,00 

Pasal 2 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut pada Lampiran Peraturan ini. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
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Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Moj okerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal 26 Januari 2005 

WALIKOTAMOJOKERTO 

Ir. H. ABDUL GANI! SOEHARTONO, MM 

2005 
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Salfnan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

PUDJI HARDJONOj SH 
NIP. 1960072919850 1 007 
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